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PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI 

 
NOMOR 4 TAHUN 2024 

 
TENTANG  

 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA 

TAHUN ANGGARAN 2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

GUBERNUR  BALI, 

 
 

Menimbang
  

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti     

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah wajib mengajukan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023;  

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia   

Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

  



  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan         

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia   
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6801); 

  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia         
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 
  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 
  11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023   
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6871); 
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 



  13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18         

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023   
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6847); 
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024  tentang 
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906); 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang  Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri   

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020       

Nomor 1781); 



  23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Bali Nomor 8); 

  24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta 

Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 
Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 14) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali     

Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 

Nomor 13); 
   

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI 

 
dan 

 
GUBERNUR BALI 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2023. 
   
  Pasal 1 

 

  (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat: 

   a. laporan realisasi anggaran; 
   b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
   c. neraca; 

   d. laporan operasional; 
   e. laporan arus kas; 

   f. laporan perubahan ekuitas; dan 
   g. catatan atas laporan keuangan. 

  (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan 
keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

   
Pasal 2 

  

  laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam   
Pasal 1 ayat (1), sebagai berikut: 

  a. pendapatan daerah ……………….. Rp6.774.061.484.297,29 

  b. belanja daerah ……………………… Rp6.607.098.684.698,10 
   surplus/defisit  ………………………..Rp166.962.799.599,19 

  c. pembiayaan: 
   1. penerimaan ………………………..Rp408.963.390.625,37 

   2. pengeluaran ……………………….Rp404.445.999.643,00 
   pembiayaan netto …………………………Rp4.517.390.982,37 
   



Pasal 3 
   

  Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 sebagai berikut: 
  a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp474.891.691.649,71 (empat ratus tujuh puluh empat 
miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus 
sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan 

rupiah tujuh puluh satu sen) dengan rincian sebagai 
berikut: 

   1. anggaran pendapatan setelah 
    Perubahan ……………………….Rp7.248.953.175.947,00 

   2. realisasi …………………………..Rp6.774.061.484.297,29 
    selisih lebih/(kurang….………..Rp(474.891.691.649,71) 
  b. selisih anggaran dengan realisasi belanja daerah sejumlah 

Rp1.325.787.678.439,90 (satu triliun tiga ratus dua puluh 
lima milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus 

tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan 
rupiah sembilan puluh sen) dengan rincian sebagai berikut: 

   1. anggaran belanja daerah 
    setelah perubahan  ……………Rp7.932.886.363.138,00 
   2. Realisasi ………………………….Rp6.607.098.684.698,10 

    selisih lebih/(kurang) …………Rp1.325.787.678.439,90 
  c. selisih anggaran surplus (defisit) dengan realisasi sejumlah 

Rp850.895.986.790,19 (delapan ratus lima puluh milyar 
delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus 

delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah 
sembilan belas sen) dengan rincian sebagai berikut: 

   1. anggaran surplus (defisit)  

setelah perubahan ………………Rp(683.933.187.191,00) 
   2. realisasi surplus (defisit) …………Rp166.962.799.599,19 

    selisih lebih/(kurang) …………..Rp(850.895.986.790,19) 
  d. selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi 

sejumlah Rp670.757.862.494,63 (enam ratus tujuh puluh 
miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam 
puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah 

enam puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut: 
   1. anggaran penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan …………….Rp1.079.721.253.120,00 
   2. Realisasi ……………………………Rp408.963.390.625,37 

    selisih lebih/(kurang) ………….Rp(670.757.862.494,63) 
  e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 

sejumlah Rp8.657.933.714,00 (delapan miliar enam ratus 

lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu 
tujuh ratus empat belas rupiah) dengan rincian sebagai 

berikut: 
   1. anggaran pengeluaran pembiayaan 

setelah perubahan ……………….Rp395.788.065.929,00 
   2. Realisasi …………………………….Rp404.445.999.643,00 
   

 
 

 
 

 

 selisih lebih/(kurang) ………………Rp(8.657.933.714,00) 

 
 

 
  



  f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto 
sejumlah Rp679.415.796.208,63 (enam ratus tujuh puluh 

sembilan miliar empat ratus lima belas juta tujuh ratus 
sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan rupiah enam 

puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut : 
   1. anggaran pembiayaan netto 

setelah perubahan ……………….Rp683.933.187.191,00 
   2. Realisasi ........................................Rp4.517.390.982,37 
    selisih lebih/(kurang) ...............Rp(679.415.796.208,63) 

     

  Pasal  4 

   
  Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, sebagai berikut: 
  saldo anggaran lebih awal  …………………Rp330.133.723.425,37 
  penggunaan SAL sebagai Penerimaan 

  pembiayaan tahun berjalan ...……………..Rp330.133.723.425,37 
  selisih lebih/(kurang) ……………………….Rp171.480.190.581,56 

  anggaran (SiLPA/SiKPA) ……………………………………….Rp0,00 
  saldo anggaran lebih akhir ….……………..Rp171.480.190.581,56 

   

  Pasal  5 
   

  Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, 
per  tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut: 

  a. jumlah aset  ……………………..…..Rp17.964.578.779.554,80 
  b. jumlah kewajiban  ………..……….…Rp2.316.395.044.545,73 

  c. jumlah ekuitas dana .………………Rp15.648.183.735.009,10 
    
  Pasal  6 

   
  Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  

ayat (1) huruf d, per tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut: 
  a. jumlah pendapatan-LO ..……………Rp8.436.572.126.174,97 

  b. jumlah beban-LO ………………….…Rp7.530.731.340.942,04 
  surplus (defisit) kegiatan non operasional 
  a. surplus non operasional  ……………..….Rp1.720.340.257,43 

  b. defisit non operasional ...………...........Rp12.751.193.781,59 
   jumlah surplus (defisit) 

   kegiatan non operasional ……...........Rp(11.030.853.524,16) 
   surplus (defisit) sebelum 

  Pos luar biasa 
  a. jumlah pendapatan luar biasa  …………..……………..Rp0,00 
  b. jumlah beban luar biasa  ……………..…Rp9.184.700,000,54 

   pos luar biasa ……………….……….……Rp(9.184.700,000,54) 
   surplus (defisit)-LO  …………………...Rp885.625.231.708,23 

   
Pasal  7 

 
  Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1   

ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan   

31 Desember 2023 sebagai berikut: 
  a. saldo kas awal  

per 1 Januari 2023 …………………....Rp330.194.451.586,27 
  b. arus kas dari aktivitas operasi …...Rp1.085.450.051.981,18 

  c. arus kas dari aktivitas investasi..Rp(1.089.657.585.181,99) 



  d. arus kas dari aktivitas pendanaan Rp(154.445.999.643,00 
  e. 

f. 

arus kas dari aktivitas transitoris…...………..............Rp0,00 

koreksi SiLPA tahun lalu ..…….................................Rp0,00 
  g.  

 
h. 

kas lainnya di bendahara (selain BUD) 

terkait PFK …………………………………….Rp(60.728.160,90) 
saldo kas akhir per 

   31 Desember 2023 …………………….Rp171.480.190.581,56 
    
  Pasal  8 

 
  Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 1 ayat (1) huruf  f, per tanggal 31 Desember 2023   
sebagai berikut: 

  ekuitas awal …..…………………………..Rp11.191.129.745.531,45 
  surplus (defisit)-LO …………………………..Rp885.625.231.708,23 
  dampak komulatif perubahan 

  kebijakan kesalahan mendasar …..……Rp3.571.428.757.768,87 
  ekuitas akhir …………………..………….Rp15.648.183.735.009,10 

   
  Pasal  9 

 
  Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif atas pos laporan keuangan. 
   

  Pasal  10 
   

  Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari; 
  a. Lampiran  I : Laporan realisasi anggaran (LRA) terdiri 

atas: 
   Lampiran  I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan 

pemerintahan daerah dan organisasi; 
   Lampiran  I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi 

menurut kelompok dan jenis 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan;  
   Lampiran  I.3 : Rincian APBD menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, 
program, kegiatan, sub kegiatan, 

kelompok, dan jenis pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan; 

   Lampiran  I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut 

urusan pemerintahan daerah, 
organisasi, program, kegiatan dan sub 

kegiatan;  
  b. Lampiran  II : Laporan perubahan saldo anggaran 

lebih; 
  c. Lampiran  III : Laporan operasional; 
  d. Lampiran  IV : Laporan perubahan ekuitas; 

  e. Lampiran  V : Neraca; 
  f. Lampiran  VI : Laporan arus kas; 

 
 

 



 
  

  g. Lampiran  VII : Catatan atas laporan keuangan; 
  h. Lampiran  VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah; 

  i. Lampiran  IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang 
tidak tertagih; 

  j. Lampiran  X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan 
penyisihan dana bergulir; 

  k. Lampiran  XI : Daftar penyertaan modal (investasi) 

pemerintah daerah; 
  l. Lampiran  XII : Daftar rekapitulasi realisasi 

penambahan dan pengurangan aset 
tetap daerah; 

  m. Lampiran  XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap; 
  n. Lampiran  XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam 

pengerjaan; 

  o. Lampiran  XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya; 
  p. Lampiran  XVI : Daftar dana cadangan daerah; 

  q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek; 
  r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang; 

  s. Lampiran  XIX : Daftar sub kegiatan yang belum 
diselesaikan sampai akhir tahun 2023 
dan dianggarkan kembali dalam tahun 

anggaran berikutnya; 
  t. Lampiran  XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha 

Milik Daerah/Perusahaan Daerah 
terdiri atas: 

   Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) 
Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan 
Daerah; dan 

   Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan 
laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ 

Perusahaan Daerah. 
      

  Pasal  11 
 

  Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai 
rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan 
Peraturan Gubernur. 

   
   

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



Ditetapkan di Denpasar 
pada tanggal 6 September 2024 
 

Pj. GUBERNUR BALI, 
 

 
 

 
     S. M. MAHENDRA JAYA 

 

Diundangkan di Denpasar 
pada tanggal 6 September 2024 

 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 

 
 
 

 
DEWA MADE INDRA 

 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 4 

 
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: (4-199/2024) 

 
 

Pasal 12 
 

  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali. 
     

 
 

PARAF KOORDINASI 

Asisten Pemerintahan dan 

Kesra 
 

Kepala Biro Hukum  

Plh. Kepala BPKAD  


